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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan data yang diperoleh 

baik dari studi kepustakaan maupun perundang-undangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a) 	 Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan 

kepercayaannya maupun syarat-syarat lain yang ditentukan oleh 

peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap perkawinan yang 

dilaksanakan tidak sesuai atau melanggar rukun dan syarat untuk 

melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas, maka dapat 

diupayakan pembatalan perkawinan, selain ftU meskipun suatu 

perkawinan telah memenuhi segala persyaratan untuk melangsungkan 

perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan perkawinan tersebut 

masih dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat 

suatu larangan baik yang sudah ditentukan oleh hukum agama 

maupun peraturan perundangan yang berlaku. 

b) 	 Status bekas suam; dan bekas istn yang perkawinannya dibatalkan 

dapat dipersamakan dengan status bekas suami dan bekas istn yang 

perkawinannya putus, sehingga bag; bekas suami menjadi berstatus 
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duda dan bekas istri menjadi berstatus janda. Hal ini karena pada 

kenyataannya mereka telah pemah melangsungkan perkawinan, 

hanya saja perkawinan tersebut kemudian menjadi batal. Sedangkan 

mengenai keabsahan anak dari perkawinan yang dibatalkan terdapat 

dualisme dalam pengaturannya. Menurut hukum Islam keabsahan 

seorang anak harus dilihat dan keabsahan perkawinan orang tuanya, 

apabila perkawinan dibatalkan maka anak tersebut diakui sebagai 

anak tidak sah, sedangkan bila perkawinan difj3sidkan maka anak 

\ 

tersebut diakui sebagai anak sah. Menurut UUP, walaupun juga 

mengakui adanya larangan tetap dan larangan sementara dalam 

perkawinan, namun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak yang sah. 

c) 	 Kepentingan pihak ketiga dalam hal adanya hubungan hukum dengan 

suami istri yang perkawinannya dibatalkan adalah dilindungi oleh 

hukum secara tegas. Sedangkan dalam hal penyelesaian harta 

perkawinan, UUP menempuh jalan yang mirip dengan hukum Islam, 

yaitu adanya sistem keterpisahan hak terhadap harta suami dan istri, 

dengan memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, serta 

memberikan kelonggaran secara sukarela untuk mengadakan 

pe~anjian perkawinan tentang harta mereka. 
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2. Saran 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan beberapa kesimpulan yang 

dapat ditarik, maka perlu saya sampaikan beberapa saran untuk 

mendapatkan perhatian, antara lain: 

a) 	 Diupayakan adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam 

pelaksanaan pembatalan perkawinan dengan sebaiknya agar pasal
, 

pasal dalam bab IV UUP diperinci lebih jelas terutama yang 

menyangkut pengaturan mengenai akibat hukum para pihak dari 

adanya pembatalan perkawinan. 

b) 	 Pada hakekatnya pernbatalan perkawinan tidak identik dengan 

perceraian, oleh karena itu sebaiknya tata cara dan proses pembatalan 

perkawinan diatur secara tersendiri secara khusus dalam pasal-pasal 

mengenai pembatalan perkawinan, sehingga tidak mengambil alih 

pasal-pasal mengenai perceraian. 

c) 	 Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak yang 

berkepentingan terlebih dahulu menyelidiki secara sungguh-sungguh 

segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat maupun larangan 

perkawinan agar kemudian hari dapat terhindar dari pembataJan 

perkawinan. 
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